
Mengingat ... 

a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan pelantikan 
pejabat Administrator pada Sekretariat Direktorat 
Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, 
perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang 
Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat 
Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk 
Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 120 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 
2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat 
Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk 
Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa pejabat Administrator yang telah diangkat dan 
dilantik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah 
memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan 
kewenangan menandatangani keputusan mutasi 
kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda 
Tangan dan Paraf Pejabat Administrator yang Diberi 
Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan 
Mutasi Kcpegawaian di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 45 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN 

NOMOR KM 36 TAHUN 2023 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN 
PARAF PEJABAT ADMINISTRATOR YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA 

UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 



Pasal I ... 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI 
PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2023 TENTANG 
SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT 
ADMINISTRATOR YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA 
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI 
KEPEGAWAIAN DI LING KUN GAN KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN. 

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2320 
Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2321 
Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 253 Tahun 
2022 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, 
atau Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 
2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat 
Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk 
Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di 
Lingkungan Kernen terian Perhubungan se bagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 120 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 
2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat 
Administrator yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk 
Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan; 
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Menetapkan 

Memperhatikan 

Mengingat 



Pasal II ... 

2. Ketentuan Nama/NIP Pejabat sebagaimana tercantum 
pada Nomor 8 (delapan) Lajur 2 (dua), Rini Tri Rejeki, 
S.SI.T., S.T., M.M., NIP. 19780422 200003 2 001, 
Tanggal Pelantikan pada Lanjur 4 (empat) 20 
September 2022, dengan Contoh Tanda Tangan dan 
Paraf pada Lajur 15 (lima belas) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Nama/NIP Pejabat Dr. Nila Mutia, S.Pd., M.T. NIP. 
19750815 200502 2 002, Tanggal Pelantikan 26 
Februari 2024, dengan Contoh Tanda Tangan dan 
Paraf pada Lajur 15 (lima belas). 

1. Ketentuan Nama/NIP Pejabat sebagaimana tercantum 
pada Nomor 5 (lima) Lajur 2 (dua), Syafek Jamhari, 
M.PD, NIP. 19680910 199403 1 004, Tanggal 
Pelantikan pada Lanjur 4 (empat) 20 September 2022, 
dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf pada Lajur 15 
(lima belas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Nama/NIP Pejabat Yennesi Rosita, S.H., M.Hum., NIP. 
19660716 199503 2 001, Tanggal Pelantikan 26 
Februari 2024, dengan Contoh Tanda Tangan dan 
Paraf pada Lajur 15 (lima belas). 

PasalI 
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang 
Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator 
yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani 
Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 120 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2023 tentang 
Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Administrator 
yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani 
Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut: 
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F. BUDI PRAYITNO 

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian 

Perhubungan; 
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta; 

dan 
8. Pejabat yang diberi Delegasi dan Kuasa. 

BUDI KARYA SUMADI 

ttd 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Mei 2024 

Pasal II 
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 
26 Februari 2024. 
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, WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DA LAM CONTOH 

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWA!AN 
SIFAT KEWENANGAN 

No. NAMA/N!P JABATAN SK KETERANGAN LINGKUNGAN a. Tanda Tangan GOL. PELANT!KAN ESELON JABFUNG JENJANG 
SALINAN/ RUA NG KEWENANGAN b. Paraf ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWAJAN DELEGASI KU ASA 
PETIKAN 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
8 Dr. Nila Mutia, S.Pd., M.T. Kepala Bagian Sumber Daya 26 Februari x I. Menandatangani petikan kenaikan ,/ Untuk Kecuali kenaikan pangkat Eselon I 

NIP. 19750815 200502 2 002 Manusia, Sekretariat Sadan 2024 pangkat PNS menjadi anumerta dan kenaikan 
Pengembangan Sumber Daya I/b -111/d pangkat pengabdian 

Manusia Perhubungan 

x 2. Menandatangani keputusan ,/ IV Semua hukuman disiplin Unit Kerja Eselon a. ~· 
penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi Pengawas yang ill yang 

bu kan meru pakan Ke pal a bersangku tan 
Unit Pelaksana Teknis 

,/ I/a-IV/e Semua bukuman disiplin Unit Kerja Eselon 
sedang bagi pelaksana yang IIlyang 
kedudukannya Iangsung bersangku tan 
berada di bawah Pengawas/ 
Jabatan Fungsional Muda 

b.~ tertentu yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri 

,/ I/a-IV /e Semua hukuman disiplin Unit Kerja Eselon i ring an lil yang 
bersangku tan 

x 3. Menandatangani pertimbangan ,/ l/a-IV/e IV Muda cuti tahunan, cuti besar, Unit Kerja Eselon 
pemberian cuti Pertama cuti sakit, cuti melahirkan, Ill yang 

Penyelia cu ti karena alasan pen ting bersangkutan 
Pelaksana yang dilaksanakan di dalam 

Lanjutan/ Mahir dan Iuar negeri 
Pelaksana/ 

Terampil Kedudukan berada dibawah 
Pelaksana koordinasi langsung 
Pemula/ Administrator 
Pemula 

Kewenangan termasuk bagi 
pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja 

x 4. Menandatangani persetujuan, ,/ I/a-IV/e IV Muda cuti tahunan, cuti besar, Unit Kerja Eselon 
perubahan, penangguhan, a tau Pertama cuti sakit, cuti melahirkan, lllyang 
penolakan cuti Penyelia cuti karena alasan pen ting bersangku tan 

Pelaksana yang dilaksanakan di luar 
Lanjutan/ Mahir negeri 

Pelaksana/ 
Terampil Kedudukan berada dibawah 

Pelaksana dibawah koordinasi 
Pemula/ Iangsung Administrator 
Pe mula 

Kewenangantermasukbagi 
pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja 



WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH 

KEPUTUSAN MUTASJ KEPEGAWAIAN 
SIFAT KEWENANGAN 

NA MA/NIP 
SK 

KETERANGAN 
LINGKUNGAN a Tanda Tangan 

No. JABATAN GOL. PELANT!KAN 
RU ANG ESEWN JABFUNG JENJANG 

SALINAN/ KEWENANGAN b. Paraf ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KU ASA 
PETIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

' - I/a-fV/e rv Muda cuti tahunan, cuti besar, Unit Kerja Eselon 
Pertama cuti sakit, cuti melahirkan, ill yang 
Penyelia cuti karena alasan penting bersangku tan 

Pelaksana yang dilaksanakan di dalam 
Lanjutan/ Mahir negeri 

Pelaksana/ 
Terampil Kedudukan berada dibawah 

Pelaksana dibawah koordinasi 
Pemula/ langsung Administrator 
Pemula 

Kewenangan termasuk bagi 
pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja 

' I/a-fV/e Pertama cuti tahunan, cuti besar, Unit Kerja Eselon 
Penyelia cuti sakit, cuti melahirkan, lllyang 

Pelaksana cu ti karena aJasan pen ting bersangkutan 
Lanjutan/ yang dilaksanakan di luar 

Mahir negeri 
Pelaksana/ 

Terampil Kedudukan berada dibawah 
Pelaksana koordinasi langsung 
Pemula/ Pengawas 
Pemula 

Kewenangan termasuk bagi 
pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja 

' I/a-fV/e Pertama cuti tahunan, cuti besar, Unit Kerja Eselon 
Penyelia cuti sakit, cuti melahirkan, lllyang 

Pelaksana cuti karena alasan penting bersangkutan 
Lanjutan/ yang dilaksanakan di daJam 

Mahir negeri 
Pelaksana/ 
Terampil Kedudukan berada dibawah 
Pelaksana koordinasi langsung 
Pemula/ Pengawas 
Pemula 

Kewenangan termasu k bagi 
pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja 

x 5. Menandatangani izin sementara ' - rv Mad ya Unit Kerja Eselon 
u n tu k menggu nakan hak atas cu ti Muda Ill yang 
karena alasan penting bersangkutan 

x 6. Menandatangani izin sementara ' IV Pejabat Pengawas Eselon I 
untuk menggunakan hak atas cuti merupakan KepaJa Unit 
karena alasan pen ting Pelaksana Teknis 



BUD! KARYA SUMADI 

ttd 

MENTER! PERHUBUNGAN 
REPUBL!K INDONESIA, 

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DA LAM CONTOH 

SK KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWA!AN 
SIFAT KEWENANGAN 

No. NAMA/NlP JABATAN KETERANGAN 
LING KU NGAN a. Tanda Tangan 

GOL. 
PELANTIKAN ESELON JABFUNG JENJANG 

SALINAN/ RUANO KEWENANGAN b. Paraf 
ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWA!AN DELEGAS! KU ASA 

PETIKAN 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

,) l/a-fV/e Pertama Kedudukan berada dibawah Unit Kerja Eselon 
Penyelia koordinasi langsung UI yang 

Pelaksana Administrator bersangku tan 
Lan ju tan/ 

Mahir 
Pelaksana/ 
Terarnpil 
Pelaksana 
Pemula/ 
Pemula 

x 7. Menandatangani izin sementara ,) - 1/a- lV/e rv Utama - Unit Kerja Eselon 
untuk menggunakan cuti tahunan, Mad ya m yang 
cuti besar, cuti sa.kit, cuti Muda bersangku tan 
melahirkan, dan cuti karena alasan Pertama 
pen ting yang akan dilaksanakan di Penyelia 
luar negeri Pelaksana Lanjutan/ 

Mahir 
Pelaksana/ Terampil 
Pelaksana Pemula/ 

Pemula 

x 8. Menandatangani Surat Keputusan ,) l/a-IV/e Eselon I 
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 

x - 9. Menandatangani dokumen sasaran ,) IV Mad ya Pejabat Fungsional Madya Unit Kerja Eselon 
kinerja pegawai dan dokumen Muda dibawah koordinasi Pejabat Ill yang 
evaluasi kinerja sebagai pejabat Administrator bersangku tan 
penilai kinerja 

x 10. Menandatangani dokumen sasaran ,) l/a-lV/e Pertama Kedudukan berada Unit Kerja Eselon 
kinerja pegawai dan dokumen Penyelia langsung dibawab Pejabat III yang 
evaluasi kinerja sebagai atasan Pelaksana Pengawas bersangku tan 
pejabat penilai kinerja Lanjutan/ 

Mabir 
Pelaksana/ 

Terampil 
Pelaksana 
Pemula/ 
Pemula 



WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DA LAM CONTOH 

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAlAN 
S!FAT KEWENANGAN 

Tanda Tangan 
NAMA/NIP JABATAN 

SK 
KETERANGAN 

LINGKUNGAN a No. PELANTIKAN GOL. ESE LO 
ASL! SALINAN/ JENIS MUTASI KEPEGAWAlAN DELEGASI KU ASA RUANG N JABFUNG JENJANG KEWENANGAN b. Paraf 

PETIKAN 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
5 Yennesi Rosita, S.H., M.Hum. KepaJa Bagian Sumber Daya 26 Februari x 1. Menandatangani petikan kenaikan pangkat ' Untuk KecuaJi kenaikan Eselon I 

NIP. 19660716 199503 2 001 Manusia dan Umum, Sekretariat 2024 PNS menjadi pangkat 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian I/b- IIl/d anumerta dan 

kenaikan ~· pangkat 
pengabdian - 

_/\} Ir 
x - 2. Menandatangani keputusan penjatuhan ' - N Semua hukuman Unit Kerja Eselon a. 

hukuman disiplin disiplin ringan III yang 
bagi Pengawas bersangku tan 
yang bukan 
merupakan 
KepaJa Unit 
Pelaksana Teknis 

' - N Semua hukuman Eselon I 
disiplin ringan 
bagi Pengawas 
yang merupakan 
KepaJa Unit 
Pelaksana Teknis 

' !/a-IV /e Semua hukuman Unit Kerja Eselon b. 

111> disiplin sedang Ul yang 
bagi pelaksana bersangku tan 
yang 
kedudukannya 
langsung berada 
di bawah 
Pengawas/ 
Jabatan 
FungsionaJ Muda 
tertentu yang 
ditetapkan 
dengan 
Keputusan 
Menteri 

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2023 

TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT ADMINISTRATOR YANG D!BERI DELEGASI 

DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 



WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DA LAM CONTOH 

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN 
SIFAT KEWENANGAN 

LING KUN GAN Tanda Tangan 
No. NAMA/NIP JABATAN 

SK KETERANGAN 
a. 

PELANTlKAN GOL. ESE LO 
SALINAN/ RUA NG N 

JABPUNG JENJANG KEWENANGAN b. Para! 
ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KU ASA 

PETlKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 
..J I/a-IV /e - Semua hukuman Eselon I 

disiplin sedang 
bagi pelaksana 
yang 
kedudukannya 
Iangsung berada 
dibawah Kepala 
Unit Pelaksana 
Teknis 

..J I/a-rv /e Semua hukuman Unit Kerja Eselon 
disiplin ringan Ulyang 

bersangku tan 

x 3. Menandatangani pertimbangan pemberian ..J I/a-lV/e rv Muda cuti tahunan, Unit Kerja Eselon 
cuti Pert am a cuti besar, cuti III yang 

Penyelia sakit, cuti bersangku tan 
Pelaksana melahirkan, cuti 

Lanjutan/ Mahir karena alasan 
Pelaksana/ pentingyang 

Terampil dilaksanakan di 
Pelaksana dalam dan Iuar 
Pemula/ negeri 
Pemula 

Kedudukan 
berada dibawah 
koordinasi 
Iangsung 
Administrator/ 
Kepala Unit 
Pelaksana Teknis 

Kewenangan 
termasu k bagi 
pegawai 
pemerintah 
dengan 
perjanjian kerja 

..J rv cuti tahunan, Eselon I 
cuti besar, cuti 
sakit, cuti 
melahirkan, cuti 
karena alasan 
penting yang 
dilaksanakan di 
dalam dan Iuar 
negeri 

Pejabar 
Pengawas 
merupakan 
Kepala Unit 
Pelaksana Teknis 



WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DA LAM CONTOH 
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN 

S!FAT KEWENANGAN 
LINGKUNGAN Tanda Tangan JABATAN 

SK 
KETERANGAN 

a. No. NAMA/NIP 
PELANT!KAN GOL. ESE LO 

JABFUNG JENJANG SALINAN/ KEWENANGAN b. Paraf ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KU ASA RU ANG N 
PETIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 
x 4. Menandatangani persetujuan, perubahan, " l/a-N/e N Muda cuti tahunan, Unit Kerja Eselon 

penangguhan, atau penolakan cuti Pertama cuti besar, cuti III yang 
Penyelia sakit, cuti bersangku tan 

Pelaksana melahirkan, cuti 
Lanjutan/ Mahir karena alasan 

Pelaksana/ pen ting yang 
Terampil dilaksanakan di 

Pelaksana luar negeri 
Pemula/ 
Pemula Kedudukan 

berada dibawah 
dibawah 
koordinasi 
langsung 
Administrator 

Kewenangan 
termasuk bagi 
pegawai 
pemerintah 
dengan 
perjanjian kerja 

..J l/a-N/e N Muda cuti tahunan, Unit Kerja Eselon 
Pertama cuti besar, cuti III yang 
Penyelia sakit, cuti bersangku tan 

Pelaksana melahirkan, cuti 
Lanjutan/ Mahir karena alasan 

Pelaksana/ penting yang 
Terampil dilaksanakan di 

Pelaksana dalam negeri 
Pemula/ 
Pemula Kedudukan 

berada dibawah 
dibawah 
koordinasi 
langsung 
Administrator 

Kewenangan 
tennasuk bagi 
pegawai 
pemerintah 
dengan 
perjanjian kerja 



WEWENANG UNTUK MENANDATANGANl BER!AKU UNTUK DALAM CONTOH 

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN 
SIFAT KEWENANGAN 

LINGKUNGAN Tanda Tangari SK KETERANGAN 
a. 

No. NAMA/N!P JABATAN GOL. ESE LO 
PELANTIKAN SALINAN/ JABFUNG JENJANG KEW ENA NGAN b. Paraf 

ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KU ASA RUANO N 
PETIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
- ' IV cuti tahunan, Eselon I 

cuti besar, cuti 
sakit, cuti 
melabirkan, cuti 
karena alasan 
penting yang 
dilaksanakan di 
luar negeri 

Pejabat 
Pengawas 
merupakan 
Kepala Unit 
Pelaksana Teknis 

' IV - cuti tabunan, Eselon I 
cuti besar, cuti 
sakit, cuti 
melabirkan, cuti 
karena alasan 
penting yang 
dilaksanakan di 
luar negeri 

Pejabat 
Pengawas 
merupakan 
Kepala Unit 
Pelaksana Teknis 

' I/a-IV/e Pertama cuti tahunan, Unit Kerja Eselon 
Penyelia cuti besar, cuti Ill yang 

Pelaksana sakit, cuti bersangku tan 
Lan ju tan/ melahirkan, cuti 

Mabir karena alasan 
Pelaksana/ penting yang 
Terampil dilaksanakan di 

Pelaksana luar negeri 
Pemula/ 
Pemula Kedudukan 

berada dibawab 
koordinasi 
langsung 
Pengawas 

Kewenangan 
termasuk bagi 
pegawai 
pemerintab 
dengan 
perjanjian kerja 



WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH 
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN 

SIF'AT KEWENANGAN 
LJNGKUNGAN Tanda Tangan SK KETERANGAN a. No. NAMA/NlP JABATAN GOL. ESELO PELANTIKAN SALINAN/ JABFUNG JENJANG KEWENANGAN b. Paraf ASL! JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KU ASA RU ANG N 

PETIKAN 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 ]3 14 15 

' I/a- IV/e Pertama cuti tahunan, Unit Kerja Eselon 
Penyelia cuti besar, cuti lII yang 

Pelaksana sakit, cuti bersangku tan 
Lan ju tan/ melahirkan, cuti 

Mahir karena alasan 
Pelaksana/ pen ting yang 

Terampil dilaksanakan di 
Pelaksana dalam negeri 
Pemula/ 
Pernula Kedudukan 

berada dibawah 
koordinasi 
langsung 
Pengawas 

Kewenangan 
termasuk bagi 
pegawai 
pemerintah 
dengan 
perjanjian kerja 

x 5. Menandatangani izin sementara untuk " IV Mad ya Unit Kerja Eselon 
menggunakan hak atas cuti karena alasan Muda Ill yang 
pen ting bersangku tan 

../ IV Pejabat Eselon I 
Pengawas 
merupakan 
Kepala Unit 
Pelaksana Teknis 

' I/a- IV/e Pertama Kedudukan Unit Kerja Eselon 
Penyelia berada dibawah IU yang 

Pelaksana koordinasi bersangkutan 
Lanjutan/ Jangsung 

Mahlr Administrator 
Pelaksana/ 
Terampil 

Pelaksana 
Pemula/ 
Pemula 

x 6. Menandatangani izin sementara untuk " l/a-fV/e IV Utama Unit Kerja Eselon 
menggunakan cuti tahunan, cuti besar, cuti Mad ya lllyang 
sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena Muda bersangku tan 
alasan penting yang akan dilaksanakan di Pertama 
luar negeri Penyelia 

Pelaksana Lanjutan/ 
Mahir 

Pelaksana/ Terampil 
Pelaksana Pemula/ 

Pemula 

x 7. Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan ../ I/a-rv/e - Eselon I 
Gaji Berkala (KGB) 
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x - 8. Menandatangani dokumen sasaran kinerja -./ IV Mad ya Pejabat Unit Kerja Eselon 
pegawai dan dokumen evaluasi kinerja Muda Fungsional Ill yang 
sebagai pejabat penilai kinerja Madya dibawah bersangku tan 

koordinasi 
Pejabat 
Administrator 

-./ - IV Pejabat Eselon I 
Pengawas 
merupakan 
Kepala Unit 
Pelaksana Teknis 

x 9. Menandatangani dokumen sasaran kinerja -./ - I/a-IV/e - Pertama Kedudukan Unit Kerja Eselon 
pegawai dan dokumen evaluasi kinerja Penyelia berada langsung Ill yang 
sebagai atasan pejabat penilai kinerja Pelaksana dibawah Pejabat bersangku tan 

Lanjutan/ Pengawas 
Mahir 

Pelaksana/ 
Terampil 
Pelaksana 
Pemula/ 
Pemula 

-./ I/a-IV/e - Pertama Kedudukan Eselon I 
Penyelia berada langsung 

Pelaksana dibawah Kepala 
Lanjutan/ Unit Pelaksana 

Mahir Teknis 
Pelaksana/ 
Terampil 
Pelaksana 
Pemula/ 
Pemula 


